
Dipindai dengan CamScanner

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang·
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

b.

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dalam
perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa
sawit produksi pekebun mitra serta menghindari adanya
persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit
dipandang perlu menetapkan harga pembelian kelapa sawit
produksi pekebun mitra;
bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/
PERMENTAN/KB.120/1/2018 tanggal 02 Januari 2018
ten tang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah
Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Gubemur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;

GUBERNURKALIMANTANSELATAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
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TATACARAPENETAPANHARGAPEMBELIANTANDANBUAHSEGAR
KELAPASAWITPRODUKSIPEKEBUNMITRA

NOMOR 03 TAHUN2020

TENTANG
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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Dipindai dengan CamScanner

PERATURANGUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN
HARGA PEMBELIANTANDANBUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSIPEKEBUNMITRA.

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diu bah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613);

8. Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017
Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/
KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi
Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018
Nomor 85);
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Menetapkan:
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Perusahaan perkebunan wajib mcrnbeli TBS produksi pckebun rnitra rnelalui
kelcrnbagaan pekcbun RC8lUli dengan perjanjian kerjn arna secara tertulie
yang dikctahul oleh Gubcrnur atau Bupati/Walikota uai dengan
kewenangannyn.

(2) Perjanjian kcrjasarna scbagaimana dimaksud puda nyot (1) dilaksanakan
paling ingkat 10 ( epuluh) tahun.

(3) Perjanjian kerja samn scbagaimann dirnnk ud pow. oyot (2) paling sedikit
rnemuat:
8. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban;
c. kondiai kebun, rneliputi:

1) tingkat pemeliharaan;
2) pereentase tenera;
3) per cntase dura; dan
4) rendemen CPO dan PK;

PLI aJ2

UAU II
PENETAPAN .fAHGA PEMBELIAN TBS

KELAPA SAWJTPRODUKSf PEKEBUN MITRA

Bngiun Kcnatu
Perjanjinn Kerjnnarna

I (, "nv.l<Hn~ Hdtdult C'IIfI~kltnH y"l1~ dift'* ,JhH' plldll ,>If)" pnw»Jnhlln TBH
di P hrlk ('Idlill dlkllfUrlPoi f'nfl~kll"J! 'UJ,v. dlllJHnfltlltkurl "Mtnk pcrnn nn: nn
boll r d I pub, 11<.

. l~t~n(km~11 1'0, PI< dun I IJ rllrtV.I(JlIIJ.! Itduluh bf;ral -<f'(, I'K rlnn ni :
un~klll)v. yllnH dj'IHaI dihll iJkurl p""tlk ditmv,i dr;rWitn bcrut TH~ ylln~ diolnh

dun dlkullknr drllV,1I1l IOO'!!., ( (~rlltu, pt'T1rn).

21,. lndekn "K" ndlllllh i"dd<" 1>'01'01''' YUIIV. dj"yufJlkJIIJ duillm pen ntll. (%J)
yang mr nunjukkun hllV,11l1l ling tilt,., '1111 nlch p :kr.lwfJ,

22. Tim P netnpnn h"fJ~Jl pernl dill" TBf\ I<dupll \l1wit fit' J rk i pck -bun
di Provin I • ullrnnnuu: • rllitliU HUV, twl/llljutnyit di ell'" tim J nctnpnn Jwrp;l
TRS ,,«1,,11111 tim 'lI'H dildllplwrJ "Jr." (}lJh~mlJr unruk rncrnbunt
III n ~tHpJ Ill, IIUIKII pernbcllun TIlH plOd"J, Ii pd< '1J1J1l ruitrn.

23. nbungnn I cngu nh" kclnp« Inwlt 'wlof1(!,dH y1H1Y, dunjutnY{J eli bu
OAPI<I mJnlnh krnhnWI yllllf' mr-wnk ll peru nhrum pr.rkr:hurwn.

24. A~HtoRinNjp (ani k lnpn rwwit Indon ",Ii,. terlJ-t Mdltnju'nYIJ til ~hUl APKASINDO
ndulnh knabuHu yHI1Ve III wHldli pckchun kt;lt.pu nwit.

25. lzin usnhu perk bunun untuk hudldny« yllnv, H -Innjutny» di cbut rUP·f3
ndnlnh lzln ferfuli. dur] r jflhul IIIlH hcrw IlItnP, dun wajih dirniliki oleh
pcruxuhnun p rrk -bunnn YUill( HI rluk ukun IJ wIlli budidaya perkcbunan.

26. lzin u. nhu perkcbunnn unt uk ngol"hnn iclnnjutny» dincbut JUP-P adalah
izin tertuli: duri pcjubut J{HlH b rwcnurig drrn wnjib dimHiki olch pcrtreahaan
perkebunnn y_ ng m lnk uknn u aha indur tri p ngolnhan hanil perk hunan.

27. lzin \1. nhn perkebunnn elnnjutnyn di, but fUP izin tcrtul» dari pejabat yang
bcrwcnnng dan wajib dimiliki olch pcrunnhnnn pcrkcbunan yang mclakukan
usaha indu. tri pcngolnhun hnnil pcrkebunan.



Dipindai dengan CamScanner

(1) Harga pembelian TBS produksi pekebun oleh perusahaan perkebunan
didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.

(2) Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari produksi pekebun
mitra meliputi:
a. PKSyang PBS nya sudah ada plasmanya dan/ atau sudah ada kemitraan

permanennya wajib menyampaikan indeks -Ie' dan bahan untuk
penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit;

b. perusahaan yang memiliki Iebih dari 1 (satu) PKS dan memiliki plasma
atau kemitraan permanen maka data yang dilaporkan adalah hasil
rata-rata PKS;

Pasal4

(1) Harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan oleh Gubemur.
(2) Gubemur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh tim penetapan harga
pembelian TBS.

(3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibentuk oleh Gubemur dengan keanggotaan berasal dari unsur.
a. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/ kota;
b. Perusahaan Perkebunan dan/ atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
c. perwakilan pekebun , meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi

pekebun kelapa sawit.
(4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

mempunyai tugas:
a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks ClI{" kepada Gubemur;
b. memastikan perhitungan besamya Indeks ClI{" serta komponen lainnya

yang terkait dalam rumus harga pembelian TBSproduksi Pekebun;
c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS

produksi Pekebun;
d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga

pembelian TBS kepada gubemur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
(5) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian

TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.
(6) Penetapan harga TBS produksi pekebun mitra ditetapkan oleh Gubemur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasa13

Bagian Kedua
Penetapan Harga

d. jangka waktu kerja sarna; dan
e. sanksi.

(4) Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh Kepala Dinas.
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pckcbun rnltru dllukukun
minimal 1 [satu] bulan sekali pada pcrtcngahun bulan utuu t c auul
kesepakatan.

(2) Perusahaan yang rnernanfaatkan cangkang dalarn proses pcngoluhun 'nJ~,
apabila terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagui nllui tnmbnh
bagi pendapatan pekebun.

(3) Harga penjualan sisa cangkang sebagairnana dimaksud padu nyut (2), npublln
ada penjualan perusahaan memperhitungkan berdusarkun inuolcc actlup
bulan disertai dengan tonase pcnjualan.

(4) Nilai penjualan sisa cangkang sebagairnnna dimaksud padu ayat (3), ukun
diperhitungkan scbagai tambahan pada harga TBS pckcbun mltru, upublla
terjadi realisasi penjuaJan cangkang,

(5) Nilai penjualan sisa cangkang scbagaimana dimaksud pudu uyat (3) yung
diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mltra dcngun 'fBS
inti dengan memperhitungkan biaya handling.

Pasal 5

c. invoice atnu fllJetur pCIIJuu11l1J ('PO rlUII I'K pcd"df! , (W.,,,) f,,,JIH'
chclumnyo dun hunt. dJpcrHh,.UuHJ h"pmJ,. L1,,,Pf~tI':'''fJtl'' 1.".",), ',., SI J;

d. daftur rckupltulunl ncluruh pcnJuuJIJII CPO dll" 1'1< p"dll IJfdudr. , (r"" "
bulan ncbclurnnyu;

c. dularn hoi tiduk uda pcnjuulun CPO dutJ/lJtuu 1'1< n 'lflu fJ~1IJ HlIJltJHI
pcrkchunan periotic ncbclurnnyu ncbIJWJlrn"",. dltTH-Jkl1ud pod" IlIJrtl( d,
data hargo CPO dnn/utau PK mcnv.~Ufwkfm ruLn..mlll pcnj,,,,Jm, CP()
dan/atau PK pcrunuhuun pcrkcbunun YUill! dltctnpkun utlp.WJIJI ifill
penctapan harg pcrnbclian 1'88;

f. Rendemcn CPO dan PK; dun
g. apabila diantara bcbcrapa PK8 tidlJk rnonycrnhkun nofJUW·l",,,un

dimaksud padu huruf a dun huruf b, rnuku tim pcnctupnn ""'W1 'fHH
rnenetapkan harga TBS, harga CPO dun hurgu 1'1< dcnl')H1 trlcrWI'GtJ J lid,.
data realisasi penjualan yung bcrsumbcr dud knntor pcrnunurnn hCrnlHlt1i
milik badan usaha rnilik ncgara pada pcriodc terncbut.

(3) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dirnuknud pouu nyut (2) huru( c, dud
tanaman dengan umur beraneka ragam rncnggunukun bcrut Jrmjunp, rntn rO'1i
TBS yang dikonversi dengan umur tanarnan nepcrtl:
a. untuk TBS kebun plasma menggunakan rcndcrncn CPO dun PK racrw"J

dengan hasil uji rendemen yang diluksunuknn olch dlnun bcJ(crjllnllTTlII
dengan lernbaga penclitian kelapa sawlt: dun

b. untuk TBS rnengunakan rcndcmcn tencra don rcndcrncn durn ncnunl
dengan Larnpiran II point (0) tabel (1) mcrupukun hltp)uf) tlduk
terpisahkan dari peraturan Oubcmur inl.

(4) Harga pernbelian TBS produksi pckebun scbugnlrnunu dlmuknud pudu
ayat (2), merupakan harga padu tingkat PKS.



Dipindai dengan CamScanner

(1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dlmaksud dalnm PAnni 6 nyut (2).
dilaksanakan oleh tim penetapan harga TBS.

(2) Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dlmaksud dnlnrn PnHHI 7
ayat (1), diterima oleh sekretariat tim penetnpan hnrga TBB paling laml ttl
1 (satu) hari sebelum rapat penetapan lndeks UK" sennp bulan.

(3) Hal-hal yang wajib di patuhi dalarn proses penetnpan lndeka "1(" tteb'lUAI
berikut:

a. harga CPO dan PK ifree On Board) yang dlsurnpulkan perusahn ..Ul
merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free 0" RO(lrrij sudnh iermnnuk
PPn yang dilengkapi dengan bukti [ual bell dan invoice CI 0 dnn PI( pndn
periode 1 (saru] bulan sebelumnya:

Pasal 9

(2)

Penetapan indeks "K" sebagairnana dimaksud Pnsul 6 nyut (2). menggunnkun
rumus sebagai mana Lampiran I yang merupakan bnginn tidnk torpluuhknu
dari Peraturan Gubernur ini.
Komponen penetapan indeks "K" sebagalrnann dlrnaksud dnlarn Pttr1t\1 7
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakun lmJ.tlull IIdul'
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

PasalB

(1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dlmuksud Pnrml () nY1l1 (2). clllnluuHwJenn
berdasarkan komponen biaya:
a. pengolahan;
b. pemasaran;
c. pengangkutan ke pelabuhan;
d. penyusutan pabrik; dan
e. biaya operasional tidak langsung (BOTL).

(2) Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks "I{" f1~hn~nlmunn dlmHICtHld
pada ayat (1), berdasarkan pada data aktunl.

PnAol7

(1) Besaran Indeks "1(" ditetapkan paling kUI'AI)~ 1 (fit-dO) kull HOllnp 11l,lhll nluh
Gubemur.

(2) Penetapan Indeks "1(" sebagnirnnnn dlrnnknud padu UYOI (I), Pf-HIII hi 111m
berjalan.

(3) Penetapan Indeks "K" sebagalmunn dimnksud pndu nynt (~). lllf1n~H' IllIlhul'
data pendukung 1 (satu) bulan sebclurnnyn.

(4) Perusahaan yang mengolah TBS dnrl pekr btu mltrn ~wll,.p I)llilln wj~llh
memasukkan Indeks "1(" sebngaimnnn dlmnkand pnrlu nY1I1 (I).

(5) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dlmnkuud pudn llyn!. (I) dllllluillI,,,lwl\ ok"
Kepala Dinas.

DAB III
TATA CARA PENE'rAPAN INlll~l\fl'41\1I

PORnl .J



Dipindai dengan CamScanner

(I) Pekebun swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok, atau koperasi
yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan
perkebunan pemilik PKS dalam bentuk mitra swadaya.

(2) Pekebun mitra inti plasma dan mitra swadaya wajib menjual seluruh
TBS .kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah
dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

PasallO

BABIV

KEMITRAANPENGOLAHANDANPEMBELIAN
HARGATBS KELAPASAWITPRODUKSIPEKEBUNMITRA

b. apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada huruf a,
terjadi deviasi 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim
penetapan harga TBS kelapa sawit pekebun rnaka data tersebut tidak
diikutkan dalam perhitungan;

c. apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjuaJan dan tidak
melampirkan harga CPO dan PK (free On Board) sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi
penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Milik Negara;

d. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK
sebagaimana dimaksud huruf a, harus melaporkan secara tertulis yang
menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK
kepada tim penetapan harga TBS dan perusahaan ini wajib menghadiri
rapat tim penetapan harga TBS;

e. tim penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
dapat melakukan verifikasi data apabila terdapat data yang diragukan;

f. apabila tim penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud pada huruf e,
tidak dapat melakukan verifikasi terhadap perusahaan tersebut tetap
diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks
"K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;

g. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data
dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, tim penetapan
harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan
melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan
klarifikasi data, yang biaya tim ditanggung oleh perusahaan yang
bersangkutan;

h. perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma
maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" dan
duduk sebagai anggota tim;

i. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan
indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang
bersangkutan; dan

j. apabila terdapat nilai indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka tim
penetapan harga TBS melakukan klarifikasi dengan meminta datafbukti
pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka tim
penetapan harga TBS tetap menyertakan indeks "K" perusahaan tersebut
dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K"Provinsi.

-8-



Dipindai dengan Camxcannsr I

(1) Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang
pengumpul TBS hasil pekebun lain yang bukan anggota kelompoknya baik
yang sudah bermitra maupun belum bennitra.

(2) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun
kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan,
saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperlruat
dan berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Semua PKS yang bermitra di wilayah provinsi harus membeli TBS pekebun
kelapa sawit mitra plasma dan mitra swadaya melalui kelembagaan pekebun
kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.

(3) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk
lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan perusahaan pemilik
PKS.

(4) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan
produksi TBSdan kapasitas PKS, sehingga tidak terjadi over capacity.

Pasal 11

(3) Perjanjian kcrjasnrna rnitrn swadaya scbugulmunu dlrnukuud puda aynt (2),
harus sccara tertulis dikctahui olch dlnns yung mernuut nntaro lain:
a. jenis dan umur tanarnan pada sctiap hampuran (pcrbandlngan tcnera

dan dura);
b. Rendcmen CPO dan PK untuk sctiap harnparan (a), bcrdasarkan hanil

survey perusahaan rnitra dengan dinas yang mernbidangi perkebunan,
dan atau institusi independen yang ditunjuk olch pcmcrintah;

c. sistem penetapan rendemcn mcnggunakan berdasarkan umur tanarnan
pada areal dengan tahun tanarn yang sama atau rnenggunakan berat
janjang rata-rata;

d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mcntah, peraerrtane brondolan,
gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus
dipenuhi oleh mitra swadaya; dan

e. mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik scbagairnana
yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang mernenuhi seluruh
persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0% (empat koma noJpersen].

(4) Gubernur dalarn menandatangani perjanjian kerja sarna lintas kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mendelegasikan
kewenangan kepada Kepala Dinas.

(5) Setiap kemitraan usaha yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun
mitra harus diketahui oleh dinas dan menyampaikan kepada tim penetapan
harga TBS.

(6) Bentuk naskah perjanjian kerjasama kemitraan sebagairnana dirnaksud pada
ayat (2) harus disepakati oleh para pihak minimal sebagaimana contohnya
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

-9-
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Dipindai dengan CamScanner

(1) Gubemur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan
kelapa sawit yang dilaksanakan oleh dinas.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). terbadap
pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi
pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.

Pasall5

BABVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1) Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya yang bermitra mempunyai
kewajiban:
a. mengajukan permohonan kemitraan kepada perusahaan kelapa sawit

calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan
kepada dinas;

b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi
persyaratan yang diterima PKS sesuai isi peIjanjian kerjasama mitra
swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubemur ini yang
dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh dinas;

c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelampok dan jllmlah anggota
kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan; dan

d. memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

(2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok atas kesepakatan
anggota Iembaga dapat mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap
bulan yang besarnya maksimal 2,5% (dua kama lima persen] atau sesuai
dengan kemampuan lembaga dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing
anggota dan pengurus yang ada.

(3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan
dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua
anggota aleh ketua kelompok..

Pasal 14

Perusahaan perkebunan/PKS yang bermitra mempunyai kewajiban:
a. Perusahaan perkebunan/PKS dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit

yang telah terikat kemitraan pennanen dengan PKS perusahaan lain. baik
secara Iangsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul;

b. dalam hal perusahaan perkebunanjPKS yang melakukan kemitraan melaJui
perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2J, dalam
pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan
perusahaan perkebunarr/Pk.S yang telah ada, dikenai sanksi; dan

c. dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit
mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah
berkoordinasi dan diketahui oleh dinas.

Pasal 13

- 10 -



Dipindai dengan CamScanner

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANSELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 3

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8J4Avol'. ~.J..L>

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

~.
/

ABDULHARIS

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal fl.r-: J.o

GUBERNUR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Peraturan Gubemur inimulai berlaku pada tanggal di undangkan.

BABVIII
PENUTUP
Pasal 17

(1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagairnana
dimaksud daJam Pasal 2 ayat (1), PasaJ 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 huruf
a dan huruf b, dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), diberikan 2 (dua)
kali daIam tenggang waktu 1 [satu] bulan.

(3) Apabila peringatan tertulis sebagairnana dimaksud pada ayat (2), tidak
dilaksanakan, Kepala Dinas mengusulkan kepada Oubernur untuk diJakukan
pencabutan izin usaha.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap
penerapan penetapan harga TBS produksi pekebun.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan seeara berkala
paling singkat 1 (satu) bulan sekali.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan kepada
perusahaan perkebunan dalam hal ketaatan penyampaian dokumen
komponen Indeks "I{" dan harga serta jumlah penjualan CPO dan PK.

- 11 -



Dipindai dengan CamScanner

NO JE IS 81AYA RP/KG KETERANGAU

J PENGOLAHAN Jurnlah seluruh biaya
- pcngolahan

A Biaya Umum dan Lin ktln n (A+B+C+D+E), yang
1. Umum Pabrik dikcluarkan
2. Pen olahan lim .h Peru sahaan

B Gaji dan Tunj .n an
Perke bunan

l. Gaji dan tunjan n pegawai taf di
pabrik

2. Gaji dan upab pegawai non tal di
pabrik

C Biaya Langsung
1. Alat -ala t dan perkakas kcci I j

2. Bahan k:imia dan perlcngkapan
untuk pengolahan

3. Bahan dan alat analisa
4. Bahan bakar dan minyak pclurnas
5. Penerangan dan air
6. Pengangkutan dalam pabrik

(fo~
0 Pemeliharaan

L Perneliharaan bangunan pabrik
2. Perneliharaan rnesin, instalasi dan

perlengkapan lainnya.
E 8iaya Pengepakan / Kema. on

II PEMASARAN Jumlah pengeluaran
A Sewa tangki timbun seluruh biaya
B Instalasij Pernompaan minyak sawit pemasaran eesuai

Kasar dengan pengeluaran
riil rna ing-rnasing

C Asuran si barangj prod uksi Perusahaan
0 Ongkos pernuatan pelabuhan Perkebunan

1. Penetapan indek -J\
Penetapan INDEKS "K" dilakukan bcrda arknn h::er~p pen] mIStn, bi'11f;J ~n~()JahlJn
dan pernasaran rninyak wit ka IT (CPO) dan inti wit (J KJ biaya
penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan don pcrno: nran minyak awit y.., r {CPOJ dan inti
sawit (PK) scrta pen ru utan pabrik IXJP-,SJi rikut:

TATA CARA P' RIlITUN AN IN EK. "'J{"

LA..MPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR 10M R OJ TAHUrl 20'20
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HA)A MD LlA I
TMIDAN BUAH SEGAR KELAPA AWIT PHO UJ( or
PEKEBUN MITRA



Dipindai dengan CamScanner

Dengan Pengertian:
a. Harga perolchan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunun

pabrik mulai dan harga beli mesin dan peralatan, biaya pernasangan dan blayo
uji coba Berta biaya bangunan;

b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewnti umur
ekonornisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondlsl maeing-rnnslng
pabrik, tetapi nilai HiH8. dltetapkan 5% (lima persen] dan hurgu perolehun
pabrik;

Pcrkiraan Jumlah Produksl
...........................................................-Biaya Penyusutan

3. Biaya Penyusutan
Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan mcnggunakan mctode pcnyusutan
satuan hasil produksi (service outputs. Bcrdasarkan mctode besarnya blayn
penyusutan dipcroleh melalui cara rnernbagi harga pcrolchan (aktlva] pubrik secura
proporsional (dari nilai investasi] di kurangi nilai sisu dengan pcrkiraan jumlah
produksi selarna umur ekonornis.

Harga pcrolehan Pabrik - Nilai Sisa

Catatan: Biaya pengangkutan 'rBS ke pabrik mcrupakan bcban Pekebun, karena
itu tidak dimasukkan kcdalarn pcrhitungan biaya tersebut diatas,

O,02'YoC Overhead kebun plasma [kcgiatan
penetapan harga TBS, pcmbinaan
Pekebun dan kclcmbagaan Pckcbun )

A Coat Of Money (Bunga dun hiuyo 1,26'*, 'fowl nllnl ke 3 (tigu)
bank, asuransi kcarnanan pcnglrirnan kornponcn binyn tidnk
uang) lungsung muksimum

f-._,I---+------------~~~-I-~~~-I ncbcnur 2,63°/..B Pcnyusunan Tirnbangan CPO/PK O,30'Y'o
dalam tranaportasi

V BIAYA OPERASJONALTJDAK LAN08UNO

-- -- -_._--
III PENOANOKUTAN KJ~ PELAOUJ IAN___________ 1

4

1- 1

PcnpJrimun duri ponrik ko pclnhuhnn
-------1---------1 -IV PENYU8UNAN JlABHIK Dlhitunv, rnenurut

hllfP'1I pcroleh pn hrlkPcnyusunun rncnin, inutolouJ cion
nccnru proporulonulBangunun Pubrik
dlk 'mfJ~j nilni tdull,
dlblJ~j dcngnn
perklrnnn JumJuh
produknl berdannrknn
kepnntlnn PI)brik.

--f-i---,----
Jt Anullnn dun ucrtlflknt

.,i",.J~~J P'~nw= 17..111nu
'H:JllrlJh IJJIIY"
pm",Ullin"} ttl'1t.. HIJ
dfHJY)IU 1)(",~r.JUllmti
rJJJ rrHH.Jnv,-m,.,.JrJp.
p(!runn hIIIIfJ
l'r.rJ(~hUtHIIJ

----------, - UI' / 1<0 1{J~T'WANnI\N-- -----L Proviral hnnk

• :J, •



Dipindai dengan CamScanner

Minyak Sawit Inti Sawit
No Uraian TBS Keterangan

Ekspor Lokal Ekspor Lokal

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Harga rns dan x X X X Harga penjualan CPO

is (FOB) dan (PK)pada
periode sebelumnya.

5. Cara Perhitungan Besamya Indeks "K"

4. Biaya Operasional Tidak Langsung
Biaya operasional tidak langsung dari total maksirnal 2,63 % terdiri dari:
a. Cost Of Money (Bunga dan biaya bank, asuransi kearnanan pengirirnan uang)

sebesar 1,26 %;
b. Penyusunan timbangan CPO/ PKdalam transportasi sebesar 0,30%; dan
c. Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun

dan kelembagaan Pekebun) sebesar 0,02% dan disetorkan ke Sekretariat Tim
Penetapan Harga TBS.

Susunan keanggotaan dan biaya operasional Tim penetapan harga TBS dan
perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan
pernanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL)paling singkat 1 (satu)
bulan sekali kepada Gubernur dan Tim penetapan harga pembelian TBS.

c. Pcrkiraan jurnlah produkai dihitung berdnunrknn kupnnltnn pabrik ncluma umur
ckonomis dirnana untuk menin dun pcrulutnn Herta bnngunnn dihitung selarnu
umur ekonornia sesual dcngnn ketentuun yang berlaku; don

d. Realisaai tarnbahan inveutaui baru dlhltung dalarn total hlayu pcnyusutun.

Perhitungan Besarnya Indeks "K"
Besamya Indcks "K"dihitung dcngan rumus sebagai berikut:

Htbs (P-I)

K(P-l) c: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X 1000/0

(Hms(P-l) X Rms (actPKS)) + (His (P-l) X Ria (act PKS)
Dengan pengertian :
HTBS (P-l) s:; Harga TBS di Pabrik bulan lalu.
Hms (P-l) c Nilai realisasi rata-rata tertimbang pcnjualan ekspor dan

lokal minyak sawit kasar/CPO (harga FOB bersih) pad a
bulan sebelumnya.

His (P-l) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjuaJan ekspor dan
lokal inti sawit/Palm Kernel (PK)bulan sebelumnya.

Rms (act PKS) Rendemen minyak sawit kasar / CPO aktual di pabrik
selama dalam bulan lalu.

Ris (act PKS) Rendernen inti sawit/PK aktual di pabrik selarna dalarn
bulan lalu.

-3 -



Dipindai dengan CamScanner

No Urman
Minyak Sawit Inti Sawit

TBS Keterangan
Ekspor Lokal Ekspor Lokal

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Pajak dan x X x X Seluruh
Pungutan pajak/ pungutan
Ekspor yang dikenakan

sehu bungan dengan
pelaksanaan
penjualan ms dan is.

3. Biaya x X x X Sesuai dengan
Pemasaran pengeluaran riil.

4. Hargams dan x X x X No. 1 dikuran.gi No.2
is (FOB dan No.3.
bersih)

5. Pengangkutan x X x X Dihitung menurut
ke pelabuhan pengeluaran riil.

6. Harga Bersih x X x X No. 4 dikurangi No.
ms dan is di 5.
pabrik

7. Redemen ...% ...% ...% ...% Rendemen realisasi
sesuai umur
tanaman seperti
pada tabel besaran
rendemen.

8. Harga TBS x X x X No.6 dikali No.7

9. Persentase ...% ...% ...% ...% Rata-rata Persentase
Volume Volume penjualan
Penjualan pada periode

sebelumnya .

10. Persentase ...% ...% ...% ...% Rata-rata persentase
volume volume penjualan
penjualan pada periode

sebelumnya.

11. Harga TBS X Harga rata-rata TBS
rata-rata eks tertimbang untuk
pabrik ekspor dan lokal

(penjualan hasil
perkalian No. 8 dikali
No.9).

12. Biaya X Jumlah seluruh
Pengolahan biaya pengolahan

yang dikeluarkan
pada periode
sebelumnya.
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Dipindai dengan CamScanner

SAHBIRINNQQR

GU.QERNUR

(4 X 7)

Inti sawit

+(4 X 7)

Minyak sawit

.............................................................. x
100%

Keterangan : Indeks "K"

15

Minyak Sawit Inti Sawit
No Uraian TBS Keterangan

Ekspor Lokal Ekspor Lokal

1 2 3 4 5 6 7 8

13. Penyu su tan X Dihitung menurut
harga perolehan
pabrik secara
proporsional
dikurangi nilai sisa
dibagi dengan
perkiraan jumlah
produksi
berdasarkan
kapasitas pabrik,
urnurekonomis
pabrik, selama 15
tahun.

14. Nilai TBS X No. 10 dikurangi No.
ditimbangan 11 dan No. 12.
pabrik

15. Biaya X No. 13 dikurangi No.
Operasional 14.
tidak
langsung
(BOTL)

16. Nilai TBS di X No. 13 dikurangi No.
Pabrik 14.

- 5 -



Dipindai dengan Carnscannsr

C. SORTASITBS

I. !?()$~!T~~ rJ.! I?~Q!i~ rJ.H~~~ oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekeburr/
Kelembagaan Pekebun.

2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk
pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang
serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Pekebun atau
Kelembagaan Pekebun.

3. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan
Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.

4. Buah yang diterima di pabrik haus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5%

(dua belas koma lima perseri) dari berat TBS keseluruhan yang diterima
pabrik;

B. MUTUPANEN
1~Mutu panen T~~ adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah

menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan
mutu brondolan yang diserahkan.

2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai
brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per KgTBS.

3~ Buah menginap adalah buah Yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua
puluh empat) jam sejenak di panen.

4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 em (dua
koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf
V.

5~ Penilaian mutu panen r~~yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh
TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekeburr/Kelembagaan
Pekebun dan kebun lainnya.

A~TATA~AM PAN~!'l
1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg [tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu

disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bereampur tanah, pasir

dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan

dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sarna atau

tidal lebih dari 24 (dua puluh ernpat] jam sejak dipanen.

TATACARAPANEN,MUTUPANEN,SORTAS!;~~!'l<!~~<!~lJT~~,
PENETAPAN-S-ERATS-UAH,-PENETAPANRENDEMEN, PEMBELIAN,PEMBAYARAN,

INSENTIFDANSANKSI

LAMPIRANII
PERATURANGUBERNURNOMOR 0, TAHUN2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI
PEKEBUNMITRA



Dipindai dengan CamScanner

G. PENETAPANRENDEMENCPO DANPKTBS MITRASWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS,
sebelum bennitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung
membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan
hukum.

2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap
kebun kelapa sawit mereka meliputi:
a. luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok;
b. tahun Tanaman setiap anggota;

F. PENETAPANRENDEMENCPODANPKTBS MITRAPLASMA
1. Penetapan rendemen CPO dan PKdilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga

atau badan yang berkompeten dalam budidaya kelapa sawit dengan
laboraturium yang terakreditasi.

3. Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili
setiap tahun tanam pada afdeling terse but.

4. Pelaksanaan pengambilan sample dihadiri oleh Lembaga Pekebun , Dinas
Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.

5. Pelaksanaan tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data
primer hasil analisa Laboraturium ke Dinas Perkebunan.

6. Rendemen untuk Mitra Plasma Kalimantan Selatan diterbitkan dalam bentuk
Keputusan Gubernur.

E. PENETAPANBERATBUAH
Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan Inti/ mitra
dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu
Badan Metrologi.

D. PENGANGKUTANBUAH
1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam

pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH)sampai ke pabrik dan
buah tidak diperkenankan tertinggal dalarn alat angkutan.

2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi
buah yang di panen.

3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jarring penutup untuk
menghindari jatuhnya buah.

b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95%
(sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima
pcrsen);

C, tandan tidak boleh bergagang panjang;
d. tidak terdapat tandan kosong;
e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah,

tanah, pasir atau benda lainnya; dan
f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak lrurang dari 3 Kg (tiga kilogram)

per tandan.

- 2 -



Dipindai dengan CamScanner

Umur Rendemen Tenera Rendemen Dura
NO. Tanaman BJR

(TH) CPO, % PK,% CPO, % PK,%

1. 3 3,0 sId 4,9 15,52 4,09 13,88 4,49

2. 4 5,0 sId 5,9 17,53 4,04 15,68 4,26

3. 5 6,0 sId 7,4 18,96 4,17 16,96 4,58

4. 6 7,5 sId 8,9 19,71 4,31 17,63 4,73

5. 7 9,0 sid 10,9 20,78 4,66 18,59 5,11

6. 8 11,0 sid 13,5 20,94 4,95 18,73 5,44

7. 9 13,6 sId 15,3 21,34 4,97 19,09 5,46

8. 10 > 15,4 21,71 5,13 19,36 5,63

9. 11 21,77 5,02 19,47 5,52

10. 12 21,79 5,15 19,01 5,66

11. 13 21,81 5,16 19,51 5,67

12. 14 21,77 5,17 19,47 5,68

13. 15 21,77 5,09 19,47 5,59

14. 16 21,68 5,17 19,39 5,68

15. 17 21,58 5,18 19,30 5,69

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMURTANAMAN DAN KESETARAAN
BERAT JENJANG RATA-RATA TANDAN (YANGUMURNYA BERVARlASI)

c. jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanarnan
(Tenera dan Dura);

d. produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun;
e. jarak antara areal dengan PKS; dan
f. kualitas Jalan.

3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang
berpeluang untuk bekerja sarna membentuk rnitra swadaya karena rnasih
memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan terse but juga
ditembuskan ke Dinas Perkebunan.

4. Untuk menentukan system pembelian TBS apakah rnitra plasma sarna dengan
Mitra swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk Tim assesment TBS Mitra
Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada
setiap umur tanarnan dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan
yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.

5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS
pada areal rnitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada
ratio tertentu), yang dituangkan dalarn surat perjanjian.

6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka
dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara
Dura dan Tenera adalah 20.00% : 22.34%. jika dikonversi ke berat Tandan
maka Berat TBS Dura x 89.5% + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.
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: persentase jumlah tandan kosong-TK

J. SANKSI
1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBSyang diolah di pabrik sebagai berikut :

a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sehesar 50% x
berat BMx berat Tbs yang diterima dengan pengertian:
- Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
- BM : persentase buah sangat mentah.

b. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM- 5%) x berat TBS yang
diterirna, dengan pengertian:
- Angka 25% : banyaknya broridolan yang tidak terkutip kareria Iewat

matang

- BLM : persentase jumlah buah lewat matang
- Angka 5% : batasan BLMyang diperoleh

c. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima
dengan pengertian :

1. INSENTIF
Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum
dalam Huruf C Angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar
4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu
tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas
insentif.

II. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
1. Kelcmbagaan Pckebun [atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada

Pcrusahaan Pcrkcbunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan Berat TBS di Pabrik dllakukan oleh Perusahaan Perkebunan

inti/ mitra dan disaksikan oleh pctugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat tonase TBS masing­

masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan
Perkebunan inti/rnitra.

4. Biaya angkut TBSdari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun.
5. TBS Pekebun dibayarkan olch Perusahaan Perkebunan inti setelah dilrurangi

kewajiban-kcwajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan Pembayaran dilakukan
minimal 1 (satu) kaJi sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara
Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

NO. Umur Rendemen Tenera Rendemen Dura
Tanarnan BJR

(TH) CPO, % PK,% CPO,% PK,%
-16. 18 21,52 5,18 19,25 5,69
17. 19 21,49 5,18 19,23 5,69
is. 20 21,39 5,18 19,13 5,69
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SAHBIRIN NOOR

d. Buah Ongung Panjang (BOP) didcnda sebesar x BOP x berat res yang
diterirnn dcngnn pcngcrtian:

- Angkn 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS

- BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang
c. Brondolan yang diterima lebih keciJ dari 12,5% didenda sebesar 309 x

(12,5% - X) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:

- Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan

- X : persentase jumlah brondolan yang diterima
f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2

x berat kotor.

g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang
dari 3 Kgper tandan didenda sebesar 70% x berat TBSyang diterirna,

2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitre lebih dan 24 (dua
puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.

3. Pengaturan Iebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut
diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekeburr/Kelembagaan Pekebun.

-5 -
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1. PIHAKKESATUmempunyai Hak:

a. menolak bahan baku/TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai
dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan penalty sesuai dengan
Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra; dan

b. mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada
Lampiran II Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

2. PlHAKKEDUAmempunyai Hak:

a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu,
dan waktu yang telah disepakati bersama; dan

b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik,
dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca
panen.

HAK

Pasa11

Bertindak untuk dan atas nama (kelembagaan
pekebun dan kelapa sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.
Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan PernbelianTandan Buah Segar
(TBS)dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Nama
Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas nama PI' yang

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

......................................................................

Nama

Jabatan

Alamat

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di ..

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

PERJANJIAN KEMITRAAN BERKELANJUTAN ANTARA
KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN Pr .

LAMPIRAN III
PERATURAN OUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
MITRA



Dipindai dengan CamScanner

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam
menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti
tabel dibawah ini (Tabel 1).

RENDEMEN CPO

Pasal4

TBS yang diterima eli pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5%

(dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal

95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal
5% (lima persen);

c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
d. tidak terdapat tandan yang kosong;

e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah
pasir, atau benda lainnya; dan '

f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari
3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

SYARATMUTUTBS

Pasal3

1. PlHAKKESATUmempunyai kewajiban:
a. menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, rnutu, frekuensi,

dan waktunya sesuai kesepakatan;
b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume,

mutu TBS, dan waktu yang telah disepakati; dan
c. bersama-sama dengan Bupatij Walikota memberikan pernbinaan teknis

budidaya, teknis dan penetapan waktu pernanenan, pengenalan kualitas,
penanganan pasca panen, dan sebagainya.

2. PlHAKKEDUAmempunyai kewajiban:
a. memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu,

frekuensi, dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan sesuai Lampiran
II Peraturan Gubemur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan
Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;

b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga
memperoleh kualitas bahan baku yang baik; dan

c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan
yang benar.

KEWAJIBAN

Pasal2

- 2-
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Dipindai dengan CamScanner

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBSyang diolah di pabrik sebagai berikut:

a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar
50% x berat BM x berat TBSyang diterima dengan pengertian:
- Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
- BM : persentase buah sangat mentah

b. Buah lewat matang didenda sebesar 25% x (BLM - 5%) x berat TBS yang
diterima, dengan pengertian:
- Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
- BLM : persentase jumlah buah lewat matang
- Angka 5% : batasan BLMyang diperbolehkan

c. Tandan kosong didenda sebesar 100% x TK x berat TBS yang diterima dengan
pengertian:

- TK : Persentase jumlah tandan kosong

PENALTI

Pasa15

No Umur BJR Rendemen Tenera Rendemen Dura
Tanaman (TH) CPO, % PK,% CPO,% PK, %

1. 3 3,0 sId 4,9 15,52 4,09 13,88 4,49

2. 4 5,0 sId 5,9 17,53 4,04 15,68 4,26

3. 5 6,0 sId 7,4 18,96 4,17 16,96 4,58

4. 6 7,5 sId 8,9 19,71 4,31 17,63 4,73

5. 7 9,0 sId 10,9 20,78 4,66 18,59 5,11

6. 8 11,0 sId 13,5 20,94 4,95 18,73 5,44

7. 9 13,6 sId 15,3 21,34 4,97 19,09 5,46

B. 10 > 15,4 21,71 5,13 19,36 5,63

9. 11 21,77 5,02 19,47 5,52

10. 12 21,79 5,15 19,01 5,66

11. 13 21,81 5,16 19,51 5,67

12. 14 21,77 5,17 19,47 5,68

13. 15 21,77 5,09 19,47 5,59
14. 16 21,68 5,17 19,39 5,68
15. 17 21,58 5,18 19,30 5,69
16. 18 21,52 5,18 19,25 5,69
17. 19 21,49 5,18 19,23 5,69
18. 20 21,39 5,18 19,13 5,69

Tabel 1. Rendemen Berdasarkan Jenis, Umur Tanaman dan Kesetaraan Berat
Jenjang Rata-Rata Tandan (YangUmumya Bervariasi)
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1. Penyelesaian sengketa yang muncul antara PlHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
dilakukan secara musyawarah.

PENYELESAIANSENGKETA

Pasa19

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada Mitra dilakukan
seeara berkala setiap bulan seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit
Mitra Plasma.

EVALUASI

Pasa18

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan
kesepakatan.

MASABERLAKU

1. Apa bila PlHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) maka PlHAKKEDUAmembuat surat teguran pada PHAK
KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PlHAK KESATU
memberitahukan pada Gubernur untuk penyeleseian masalah.

2. Apabila PlHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) maka PlHAKKESATUmembuat surat teguran pada PII-IAK
KEDUAjika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAKKESATUmemberitahukan
pada Gubemur untuk penyeleseian masalah.

Pasal 7

SANKSI

Pasal6

d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar 1% x BG x berat TBS yang diterima
dengan pengertian:
- Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
- BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang

e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar
30% x (12,5% - X) x berat TBS yang diterima, dengan pengertian:
- Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
- X : persentase jumlah brondolan yang dikirim

f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar
2 x berat kotor;

g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan,
jika kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan didenda sebesar
70% x berat TBS yang diterima.

2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari
24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa
potongan tonase.

- 4 -
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SAHBIRIN NOOR

( )

ttd

Mengetahui,
Kepala Dinas
Perkebunan

Provinsi/ Kabupaten

( )( )

ttdttd

PlHAK KESATUPlHAKKEDUA

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai
dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing
pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama
dan ditandantangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Gubernur /Bupati dengan
mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasa110
PENUTUP

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PlHAK KESATIJ dan PIHAK
KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan
melibatkan Gubernur/Bupati sebagai mediator.

3. Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintab Provinsi tidak dilakukan,
maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan
Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5 -


